BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR ¢ TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN

Menimbang

Mengingat

UANG DAERAH DALAM REKENING DEPOSITO

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) perlu dilakukan upaya optimalisasi sumber-
sumber Penerimaan PAD;

bahwa sumber Penerimaan dari Jasa Bank berpotensi
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD,
untuk itu dipandang perlu menempatkan uang daerah
dalam Rekening Deposito pada Bank Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Bank
Pemerintah Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah
Dalam Rekening Deposito Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);



10.

11.

1Z.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 8);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor
77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK
PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG
DAERAH DALAM REKENING DEPOSITO TAHUN ANGGARAN
2019.

Menunjuk PT. Bank Sulteng Cabang Salakan, dan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Unit Salakan sebagai tempat
Penyimpanan Uang Daerah dalam rekening Deposito Tahun
Anggaran 2019.

Penyimpanan uang daerah dalam rekening deposito tidak
mengganggu likuiditas Kas Daerah dalam memenuhi
kewajiban terhadap pelayanan publik.

Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Jowwac) 20\%

Plt. BUPATI BAN I KEPULAUAN,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

NGO h N

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
PT. Bank Sulteng Cabang Salakan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan (Persero).



